WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 39
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja,
dan/atau antar rincian obyek belanja;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Noomor 08 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana
Ketahanan Pangan Dan Pertanian Tahun Anggaran 2023,

c. bahwa berdasarkan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf
¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyebutkan bahwa Pergeseran Anggaran yang
menyebabkan perubahan APBD yaitu Pergeseran antar
Organisasi, Pergeseran antar Program, Pecrgeseran antar
Kegiatan, Pergeseran antar Sub Kegiatan, Pergeseran antar
Kelompok dan Pergeseran antar Jenis;

d. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor
06836/PP.04.02/D.2/B/6/2022 Perihal Penyampaian
Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 serta
Undangan Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 Tanggal 2 Juni 2022;

e. bahwa Dberdasarkan Surat Kepala BKKBN Nomor
1512b/RC.05/B1/2022 Perihal Sosialisasi Arahan Kebijakan
DAK Fisik Subbidang Keluarga Berencana (KB) Tahun 2023
Tanggal 7 Juni 2022;




Mengingat

bahwa berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor:
2643/PK.01/F1/2023 perihal Informasi Pengaduan Paket
BKB KIT Stunting melalui E-Katalog Sektoral, Tanggal 31 Mei
2023;

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f perlu
menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indoncsia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerimah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 215);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
29);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);




Menetapkan

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Dacrah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

24,

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Jambi Nomor 8 Seri E Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2023;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomeor 39
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan ‘dan
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 39) di ubah sebagai
berikut :

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 Disisipkan 1 (satu) Pasal yakni
Pasal 28 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

(1) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan




Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD)
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan
tidak tepisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota Jambi ini dengan
penetapannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 1+ Juli 2023

Plt. WALIKOTA JAMBI,

WMAULANA

Diundangkan di Jambi

pada tanggal,

I+ Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBEI,

A.RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR ¢




